PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 6& TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
ayat (3), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah maka perlu menetapkan
Petunjuk Pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan' Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 42);



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tetang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun - 2004 'Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 3293
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4132);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Negara
/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
1989 Seri C Nomor 1);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2016 Nomor 9, 'Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 67);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  Kabupaten  Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 68);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Kabupaten Temanggung Daerah Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 9
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



10.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki dan / atau dikuasai
oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak
bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
Pengguna Anggaran/Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran /Barang.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan/atau fasilitas yang
diberikan kepada orang pribadi atau badan atas penggunaan dan/atau
pemakaian kekayaan daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan retribusi  diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Jasa Usaha.

Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,

" Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,

11,

12.

13.
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Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi
lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
invenstasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Perorangan adalah orang pribadi yang menggunakan, memakai
dan/atau memanfaatkan kekayaan daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selajutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.
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16.
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(2)
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(2)

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk
menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan
kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan
Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
untuk membuat terang Tindak Pidana.

BAB 11

PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 2

Retribusi dipungut di Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan
pemakaian kekayaan daerah.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGANGSURAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Retribusi
Pasal 3

Pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer atau secara non
tunai ke rekening Kas Daerah pada Bank Jateng menggunakan SSRD
sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
wajib  retribusi menyerahkan bukti transfer ke petugas
loket/bendahara penerimaan di OPD.



Bagian Kedua
Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Retribusi

Pasal 4

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui
Kepala OPD wuntuk mengangsur pembayaran retribusi terutang
berdasarkan SKRD dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan atau
mengalami keadaan diluar kekuasaannya dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan. ‘

Pasal 5

(1) Permohonan wajib retribusi sebagaifmana dimaksud dalam Pasal 4
diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan dan bukti yang
mendukung permohonan serta keterangan jumlah pembayaran
retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya
angsuran.

(2) Kepala OPD atau melalui pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh)
hari sejak diterimanya surat permohonan mengadakan pemeriksaan
untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan atau
penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

(3) Dalam hal permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disetujui atau ditolak, Kepala OPD menerbitkan surat
keputusan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan kepada
Bupati melalui SKPKD.

(2) Pengajuan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada ketetapan dari hasil penelitian dan atau pemeriksaan
lapangan.

(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
pemberian potongan dan pembebasan.

Pasal 7

(1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan
kepada pemohon berupa pembebasan dari seluruh kewajiban
membayar.

(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat
keterangan pembebasan retribusi.

(3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
pemohon dengan pertimbangan Tim Penilai yang dibentuk oleh OPD.



Pasal 8

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;

b. Ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD; dan

c. Dilampiri bukti-bukti pendukung dan alasan yang jelas dan dapat
dipertanggung jawabkan.

(2) Lampiran yang diperlukan dalam surat permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah SKRP atau dokumen lain yang
dipersamakan;

(3) Besaran pemberian keringanan d1ber1kan dengan pertlmbangan Tim
Penilai yang dibentuk oleh OPD. )

(4) Batas akhir pengajuan permohonan adalah 1 (satu) bulan sejak jatuh
tempo Wajib retribusi membayar retribusi;

(5) Dalam hal permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disetujui atau ditolak, Kepala OPD menerbitkan surat
keputusan.

(6) Dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterima dan belum diterbitkan Keputusan,
maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

(7) Apabila permohonan pengurangan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak terutang dikembalikan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 9

(1) Setiap retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau
kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dan pengenaan
bunga/denda keterlambatan pembayaran retribusi terutang dilakukan
penagihan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat
teguran.

(2) Kepala OPD menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
pegawai OPD atau melalui Pos kepada wajib retribusi.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat
teguran oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi
yang terutang.

(5) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan pengenaan
bunga/denda keterlambatan dapat dilunasi melalui petugas
loket/bendahara penerimaan di OPD atau langsung dibayar melalui
kas daerah.



BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila:

a.

b.

SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya
terutang; dan/atau
dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 11

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran‘ retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib retribusi mengajukan:

a.

(2)

permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati

melalui Kepala OPD dengan mencatumkan besarnya pengembalian

retribusi yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:

1. fotokopi identitas wajib retribusi atau Fotokopi identitas penerima
kuasa apabila dikuasakan;

2. fotokopi SKRD dan/atau STRD; dan

3. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.

surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi.

Pasal 12

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap surat

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling lama 2

(dua) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Kepala OPD

menerbitkan:

a. SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar
dari yang seharusnya terutang; atau

b. SKRD apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata kurang dari
jumlah retribusi yang seharusnya terutang.

Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala OPD tidak memberikan keputusan, dalam waktu 1 (satu) bulan

sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Bendahara Penerimaan atas

nama Kepala OPD menerbitkan surat ketetapan kelebihan

pembayaran retribusi.

Pasal 13

Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 Ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan perhitungan terlebih dahulu
oleh OPD dengan utang retribusi lainnya.

Atas dasar persetujuan wajib retribusi yang berhak atas kelebihan
pembayaran retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan
dengan retribusi yang akan terutang atau dengan utang retribusi lain
atas nama wajib retribusi yang sama.
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(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 14

(1) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf a dan ayat (2) dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksaan.

(2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan
retribusi. .

(3) Surat perintah membayar kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUARSA

Pasal 15

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

(2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di
bidang retribusi.

(3) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:

a. diterbitkan surat teguran; atau
b.ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung. |

(4) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
surat teguran tersebut.

(5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 16

Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa diatur dengan
Peraturan Bupati tersendiri.



BAB VIII
PELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 17

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah dilakukan oleh OPD.

BABIX ,_
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKDA }Z 5/?'75 BUPATI TEMANGGUNG,

ASISTEN L

M. AL KHADZIQ (m

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR



